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LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR 
 
 
 
  
 
 

 

TAHUN   2009   NOMOR  4  SERI  E 

PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR 

NOMOR  8  TAHUN  2009 

TENTANG 

PENYELENGGARAAN DAN PENANGANAN 
KESEJAHTERAAN SOSIAL 

 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALIKOTA BOGOR, 
 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan salah satu urusan wajib 
yang menjadi tujuan Pemerintah Daerah dalam 
penanggulangan masalah sosial sesuai dengan 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah, daerah diberi kewenangan 
untuk melaksanakan penyelenggaraan dan 
penanganan masalah kesejahteraan sosial; 

b. bahwa untuk melaksanakan kewenangan 
sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan untuk 
menjadikan kehidupan yang layak dan bermartabat, 
serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar 
warga negara demi tercapainya kesejahteraan sosial, 
pelaksanaannya harus dilakukan secara terarah, 
terencana, berkelanjutan dari taat asas; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu membentuk 
Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan 
Penanganan Kesejahteraan Sosial; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa 
Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-
Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik 
Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota 
Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 551); 

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang 
Undian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1954 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 623); 

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang 
Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2273); 

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang 
Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143); 

 
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang 

Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670); 

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang 
Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia           Nomor 3671); 

7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang 
Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1997 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6398); 
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8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang 
Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3796); 

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

10. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak 
Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3886); 

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia. Nomor 4235); 

12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor  4286); 

13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang  
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor  4355); 

14. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4389); 
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15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia    Nomor 4437) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008  
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Nomor 4844); 

16. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

17. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 
Penangulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 

18. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang 
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang 
Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3175); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang 
Penaggulangan Gelandangan dan Pengemis 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 
Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3177); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1980 tentang 
Usaha Kesejahteraan Sosial Penderita Cacat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3179); 
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22. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang 
Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor. 3206); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang 
Kesejahteraan Anak yang Bermasalah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3367); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1988 tentang 
Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial 
Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1988 Nomor 70, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 3754); 

25. Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1973 tentang 
Penertiban Penyelenggaraan Undian; 

26. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1979 tentang 
Badan Koordinasi Penyelenggaraan Pembinaan dan 
Pengembangan Generasi Muda; 

27. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1983 tentang 
Koordinasi Penanggulangan Gelandangan dan 
Pengemis; 

28. Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1999 tentang 
Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan 
Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat; 

29. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2001 tentang 
Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana 
dan Penanganan Pengungsi; 

30. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2005 
tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran 
Daerah Kota Bogor Tahun 2005  Nomor 1 Seri E); 

31. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2005 
tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan  (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2005 
Nomor 3 Seri E);   
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